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A. [bookmark: _TOC_250025]Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak sekadar memaksa masyarakat untuk taat pada hukum secara kaku, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Penegakan hukum bukanlah proses mekanis yang hanya berorientasi pada teks hukum (legalistik-formal), melainkan proses yang bersifat manusiawi dan kontekstual1. Penegakan hukum tidak hanya mencakup pelaksanaan aturan hukum secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan hukum (utility). Dengan kata lain, hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai instrumen sosial yang hidup dan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.
Penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu:2

[bookmark: _bookmark0]1 Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Sebuah Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
[bookmark: _bookmark1]2 Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
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1) Struktur hukum (legal structure), yaitu institusi dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
2) Substansi hukum (legal substance), yaitu aturan hukum yang berlaku, termasuk norma dan asas hukum yang mendasarinya.
3) Budaya hukum (legal culture), yaitu kesadaran hukum masyarakat dan sikap mereka terhadap hukum.
Ketiga unsur tersebut harus berjalan seimbang. Tanpa dukungan budaya hukum yang baik, aparat penegak hukum yang profesional, dan peraturan yang adil, maka penegakan hukum akan kehilangan maknanya dan justru dapat menjadi sumber ketidakadilan.
Hukum yang efektif adalah hukum yang responsif. Ia mengemukakan konsep responsive law, yaitu hukum yang mampu menanggapi dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya menegakkan hukum demi hukum3. Dalam konteks ini, penegakan hukum idealnya bersifat dinamis dan adaptif.
Secara umum, penegakan hukum melibatkan proses interpretasi, implementasi, dan penerapan norma hukum terhadap peristiwa konkret di masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai objek sekaligus subjek hukum. Hubungan yang sehat dan konstruktif antara ketiga elemen tersebut akan menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

[bookmark: _bookmark2]3 Selznick, P. (1969). Law, Society, and Industrial Justice. New York: Russell Sage Foundation.
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Dengan demikian, penegakan hukum harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen kekuasaan negara untuk memaksa kepatuhan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial, keadilan substansial, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.


[bookmark: _TOC_250024]a) Jenis-Jenis Penegakan Hukum

Jenis-jenis penegakan hukum yang umum dikenal dalam kajian hukum:

1) Penegakan Hukum Preventif (Pencegahan)

Penegakan hukum yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Tujuannya adalah menciptakan kepatuhan melalui pengawasan, penyuluhan hukum, dan pendidikan hukum.
Contoh:

a) Patroli rutin oleh kepolisian.

b) Sosialisasi hukum kepada masyarakat.

c) Pemasangan rambu lalu lintas.

Pendekatan preventif lebih mengedepankan nilai keadilan sosial dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pondasi penegakan hukum yang ideal.4
2) Penegakan Hukum Represif (Penindakan)

Penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum atau kejahatan, dengan tujuan memberikan sanksi dan efek jera.


[bookmark: _bookmark3]4 Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.





Contoh:

a) Penangkapan pelaku kejahatan.

b) Proses peradilan pidana.

c) Pemberian hukuman di pengadilan.

Penegakan hukum represif adalah bentuk nyata dari proses hukum formal yang bersifat korektif terhadap pelanggaran.5
3) Penegakan Hukum Progresif

Merupakan jenis penegakan hukum yang mengutamakan keadilan substantif daripada kepatuhan formal terhadap aturan hukum. Hukum dianggap sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial, bukan sekadar alat kekuasaan.
Penegakan hukum progresif mendorong aparat hukum untuk tidak kaku terhadap teks hukum, melainkan memahami konteks sosial dan moral dalam menerapkannya.6
4) Penegakan Hukum Administratif

Jenis penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat administratif (bukan pengadilan) dalam bentuk pengawasan dan pemberian sanksi administratif.
Contoh:

a) Pencabutan izin usaha oleh instansi pemerintah.

b) Teguran administratif terhadap ASN atau institusi.


[bookmark: _bookmark4]5 Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
[bookmark: _bookmark5]6 Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.





5) Penegakan Hukum Perdata

Dilakukan apabila terjadi sengketa antar individu atau badan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan, seperti kontrak, utang-piutang, warisan, dll.
Contoh:

a) Gugatan ke pengadilan untuk ganti rugi.

b) Eksekusi putusan perdata.

6) Penegakan Hukum Pidana

Bersifat publik dan melibatkan negara sebagai pihak yang menuntut terhadap pelaku kejahatan karena dianggap merugikan kepentingan umum. Contoh:
a) Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan pidana.
b) Penerapan KUHP dan KUHAP.

7) Penegakan Hukum Internasional

Merupakan penegakan hukum yang dilakukan oleh komunitas internasional terhadap negara atau individu yang melanggar hukum internasional.
Contoh:

a) Pengadilan HAM Internasional.

b) Sanksi terhadap negara yang melanggar perjanjian internasional.





B. [bookmark: _TOC_250023]Peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut

Unit Pelopor Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara. Sebagai bagian dari Korps Brimob Polri, Unit Pelopor bertugas menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi, seperti kerusuhan massal, kejahatan terorganisir bersenjata, penjinakan bahan peledak, serta operasi pencarian dan penyelamatan (SAR). Selain itu, Unit Pelopor juga berperan dalam operasi gerilya dan pengendalian huru-hara.7
Optimalisasi peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme melibatkan pelaksanaan patroli kemitraan di daerah rawan penyebaran kelompok radikal. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Brimob dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.8
Secara historis, Brimob telah mengalami berbagai perubahan nama dan peran sejak masa pendudukan Jepang, mulai dari Tokubetsu Keisatsu Tai, Polisi Istimewa, Mobrig (Mobil Brigade), hingga menjadi Brimob seperti yang dikenal saat ini. Perubahan ini mencerminkan adaptasi Brimob terhadap dinamika ancaman keamanan di Indonesia.9
Peran strategis Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam menjaga stabilitas keamanan regional menjadikannya komponen esensial dalam struktur Polri,

[bookmark: _bookmark6]7 Mobile Brigade Corps." Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Brigade_Corps
[bookmark: _bookmark7]8 I Kadoli. "Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme."	Legalitas:	Jurnal	Hukum. http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/269
[bookmark: _bookmark8]9Sejarah Brimob." Satuan Brimob Polda Sumut. https://text- id.123dok.com/document/lzgw6pr8y-sejarah-satuan-brimob-polda-sumut.html
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khususnya dalam menghadapi ancaman yang memerlukan penanganan khusus dan intensif.


C. [bookmark: _TOC_250022]Peran Brimob dalam Penegakan Hukum

Keberadaan Brimob dalam struktur kepolisian sangat penting dalam menangani kejahatan berkadar tinggi10. Brimob tidak hanya bertugas dalam operasi pengamanan, tetapi juga dalam tindakan represif terhadap kelompok kriminal bersenjata.
Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan unit elit dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani situasi yang memerlukan penanganan khusus dan bersifat paramiliter. Brimob dikenal sebagai salah satu unit tertua di Polri dan sering terlibat dalam operasi-operasi khusus yang memerlukan keahlian dan peralatan khusus.
Salah satu peran utama Brimob dalam penegakan hukum adalah penanganan demonstrasi yang berpotensi anarkis. Profesionalisme Brimob dalam menangani demonstrasi sangat penting untuk meminimalisasi dampak konflik dan menjaga ketertiban umum11. Penelitian ini menekankan pentingnya tindakan yang tepat  dan  profesional  dari  Brimob  dalam  menyelesaikan  konflik  selama




[bookmark: _bookmark9]10 Soerjono Soekanto. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
[bookmark: _bookmark10]11 Rohmiyati, Atiek. (2016). Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi secara Profesional sebagai Wujud Penegakan Hukum. Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia. repository.upi.edu
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demonstrasi, serta aktualisasi profesionalisme Brimob sebagai wujud penegakan hukum yang efektif.
Dalam konteks teori penegakan hukum, para ahli hukum Indonesia, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada struktur hukum yang ada, tetapi juga pada budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat12. Hukum harus dilihat sebagai sebuah sistem yang hidup dan berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
Selain itu, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan" menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak, serta harus mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat13. Hal ini sejalan dengan peran Brimob yang dituntut untuk bertindak profesional dan proporsional dalam setiap operasi penegakan hukum, termasuk dalam penanganan demonstrasi dan situasi konflik lainnya.
Peran Brimob dalam penegakan hukum di Indonesia sangat krusial, terutama dalam situasi yang memerlukan penanganan khusus. Profesionalisme dan pendekatan yang adil dari Brimob diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.








[bookmark: _bookmark11]12 Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
[bookmark: _bookmark12]13 Manan, Bagir. (2009). Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dalam Menemukan Hukum Suatu Pencarian. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.





D. [bookmark: _TOC_250021]Pengertian Kejahatan Berbasis Kekerasan

Kejahatan berbasis kekerasan merujuk pada tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap individu atau kelompok. Kekerasan adalah tindakan yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka kepada pihak lain.14
Dalam konteks ini, kejahatan berbasis kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan tujuan memaksakan kehendak melalui penggunaan kekerasan.
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 15


a) [bookmark: _TOC_250020]Teori Kejahatan Berbasis Kekerasan

Beberapa teori mengenai kejahatan berbasis kekerasan antara lain:

1) Teori Struktural: Teori ini menyatakan bahwa kekerasan dapat muncul akibat struktur sosial yang tidak adil, di mana ketidaksetaraan ekonomi dan



[bookmark: _bookmark13]14 Soekanto, Soerjono. "Pengertian Kekerasan Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya." https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kekerasan-menurut-ahli-dan-jenis- jenisnya-21APqVM5xZM
[bookmark: _bookmark14]15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.





sosial mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal berbasis kekerasan sebagai bentuk protes atau upaya memenuhi kebutuhan.
2) Teori Budaya Kekerasan: Teori ini mengemukakan bahwa dalam masyarakat tertentu, kekerasan dapat menjadi bagian dari budaya yang diwariskan. Norma dan nilai yang mentoleransi atau bahkan memuliakan kekerasan dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan berbasis kekerasan.
3) Teori Kontrol Sosial: Teori ini berfokus pada mekanisme kontrol dalam masyarakat. Lemahnya kontrol sosial, seperti kurangnya pengawasan dari keluarga atau institusi, dapat menyebabkan individu lebih rentan terlibat dalam tindakan kekerasan.
Kejahatan berbasis kekerasan adalah tindakan yang dilakukan dengan kekuatan fisik atau ancaman yang menimbulkan rasa takut bagi korban16. Sementara itu, kejahatan berbasis kekerasan merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan korban secara fisik maupun psikis.17
Contoh Kejahatan Berbasis Kekerasan

1) Perampokan bersenjata

Seorang pelaku memasuki toko dengan membawa senjata tajam dan mengancam pemilik toko untuk menyerahkan uang. Meskipun tidak terjadi luka fisik, korban mengalami trauma dan ketakutan mendalam akibat ancaman tersebut.


[bookmark: _bookmark15]16 Sudarto. (2007). Hukum Pidana dan Perkembangannya. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
[bookmark: _bookmark16]17 Muladi & Arief, B. N. (2016). Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.





2) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Seorang suami memukul istrinya secara berulang karena masalah rumah tangga. Istri mengalami luka fisik dan tekanan psikis akibat perlakuan tersebut. Ini termasuk kejahatan berbasis kekerasan karena ada unsur kekuatan fisik dan dampak psikis.
3) Pengeroyokan

Sekelompok orang memukuli seorang pria di jalanan karena kesalahpahaman. Korban mengalami luka berat dan rasa trauma. Tindakan ini melanggar hukum dan menimbulkan penderitaan fisik dan mental.
4) Pemerkosaan

Tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang berdampak sangat besar pada kondisi psikis dan fisik korban.
5) Penganiayaan

Seseorang dengan sengaja menyakiti orang lain, misalnya memukul dengan benda tumpul hingga menyebabkan luka. Kejahatan ini jelas mengandung unsur kekerasan fisik dan dapat menimbulkan trauma.


E. [bookmark: _TOC_250019]Perspektif Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum

Hukum pidana bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan dengan tetap memperhatikan asas legalitas dan proporsionalitas18. Dalam konteks

[bookmark: _bookmark17]18 Moeljatno. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.





kejahatan berbasis kekerasan, penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan.
Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara, termasuk Indonesia. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan lain, seperti memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, dan menjaga ketertiban sosial.
Secara umum, penegakan hukum pidana melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), serta masyarakat sebagai subjek hukum. Penegakan hukum pidana juga harus berlandaskan pada asas-asas yang telah ditetapkan dalam sistem hukum nasional, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas keadilan.


a) [bookmark: _TOC_250018]Aspek-Aspek dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana di Indonesia meliputi beberapa tahapan utama, antara lain:
1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahapan ini merupakan proses awal dalam sistem peradilan pidana, di mana aparat kepolisian atau kejaksaan melakukan pengumpulan bukti dan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk memastikan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.





2) Tahap Penuntutan

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk membawa perkara ke pengadilan dengan tujuan mendapatkan keputusan hukum yang adil bagi terdakwa dan korban.
3) Tahap Persidangan dan Putusan Pengadilan

Dalam persidangan, hakim akan mendengarkan keterangan dari semua pihak, termasuk saksi, ahli, dan terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang ada, hakim akan menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran hukum.
4) Tahap Eksekusi Putusan

Tahap terakhir dalam proses penegakan hukum pidana adalah eksekusi putusan yang dilakukan oleh kejaksaan. Eksekusi ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lain yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.
Hukum pidana memiliki fungsi sebagai alat ketertiban sosial yang harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.19 Kepastian hukum berarti bahwa setiap tindakan pidana harus diatur dengan jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan  (nullum  crimen  sine  lege).  Keadilan  mengacu  pada  pentingnya

[bookmark: _bookmark18]19 Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 1986.





menyesuaikan sanksi dengan keadaan dan dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan. Kemanfaatan menekankan bahwa hukum pidana harus mampu memberikan efek jera dan solusi bagi masyarakat secara umum.
Penegakan hukum pidana tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan penal (pemidanaan), tetapi harus menggunakan pendekatan integral, yang mencakup:20
1) Pendekatan penal: Menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berdasarkan hukum yang berlaku.
2) Pendekatan non-penal: Melibatkan upaya pencegahan tindak pidana melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya.
Pendekatan ini menekankan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan dengan hukuman berat, tetapi juga dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki sistem sosial.
Konsep keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif dari sistem pemidanaan yang bersifat represif. Pendekatan ini menitikberatkan pada:21
1) Pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

2) Pemberian kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya.






[bookmark: _bookmark19]20 Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
[bookmark: _bookmark20]21 Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.





3) Menciptakan solusi yang lebih adil dan menghindari dampak negatif dari hukuman penjara, seperti over kapasitas lapas dan marginalisasi sosial terhadap pelaku.
Pendekatan ini telah diterapkan dalam beberapa kasus di Indonesia, terutama dalam kasus tindak pidana ringan dan pelanggaran hukum oleh anak-anak.


b) Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Meskipun sistem hukum pidana di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, antara lain:
1) Masalah Korupsi dalam Aparat Penegak Hukum

Korupsi masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Praktik suap dan penyalahgunaan wewenang sering kali menyebabkan ketidakadilan dalam proses hukum.
2) Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Banyaknya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pembinaan dan rehabilitasi pelaku kejahatan.
3) Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.
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